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BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR;ATRHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN UMUM DAN PELAKSANAAN
ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KATINGAN

BUPATI KATINGAN'

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan undang-undang
Nomor 6 Tahun 2C14 tentang Desa Pasal 72 ayat (6) Bagi

KabupatenlKotaya{Lgtidakmemberikanalokasidana
Desa *"-U"iri**"i aii"aksud pada ay.at l4l, Pemerintah

dapatmel"kuk".'penundaandan/ataupemotongan
sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana

Alokasi Khusus yang sehanrsnya disalurkan ke Desa;

b.bahwadengantelahdilakukannyaperhitun-gjn.dan
formulasi eiokasi Dana Desa di Kabupaten Katingan

TahunAnggaran2oL6,perludiaturdalamsuatu
Peraturan;

e.batrwaPeraturanBupatiKatingarrNomorSTahun2ol5
tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi

Dana Desa di Kabupaten Katingall Tahun Anggaran 2OL5,

sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;

d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a,

hurufbdanhunrfcdiatasperluditetapkandengan
Peraturan BuPati Katingan;

: l.. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OO2 tentang
pemuenarkan fiabupaten Katingan, Kabupaten seruyan,

Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten

Cunung Mas, Kabupaten Rrlang Pisau' Kabupaten

n4urunf iltt dan Kabupaten Barito Timur di Frovinsi

Kalimaitan 
"fengah 

{Lembaran Negara Republik Indonesia
TahunzoozNomorls,Tambahanl,embaranNegara
RePublik Indonesia Nomor a180h

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
perimbingan K"uarrg*n antara Pemerintah Pusat dan
pemerintJtran Daeih (Lembaran Negara , Republik

tndonesiaTahun2oo4Nomor126TambahanLembaran
Negara Republik Indsnesia Nsmor a438);



5.

3.

4.

7.

8.

9.

10.

11.

L2.

undang-undang Nomor 28 Tahun 2aa9 tentang Pajak

Daerah dan Re[ribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oog Nomor 1O3, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);

undang-undang Nomor L2 Tahun 2011 tentang

Pembeitukan Peraturan Penrndang-undangan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82,
tamoarran kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

523a\

undang-undang Nomor 6 Tahun 2av tentang Desa

(Lembiran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor

i, Tr*b"han Lembarar. Negara Republik Indonesia Nomor

5a95);

undang-undang Nomnr 23 Tahun 2014 tentang
pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 201.4, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 55871 sebagaimana telah
airiUafr beberapa kali terakhir dengan undang-Undang
Nomor g Tahun 20 15 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Perattrras Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OOS tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2oo5 Nomor !37, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a5751;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
IndJnesia Tahun 2O0E Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a5781;

peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/ Kota {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2oo7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a737\;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OL4 tentang
peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun
2Ol4 tentang Desa flembaran Negara Republik Indonesia
?ahun 2Ot4 Nomor L23\;

Peratqrasr Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran iOrc (Berita Negar-a Republik Indonesia Tahun
ZO|S Nomor 288 j;

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1O Tahun
2OAT tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah

Kabupaten Katingan Tahun 2OAT Nomor 1O);

6.



13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun

2oostentangPembagianUrusanPemerintahanyang
menjadi Kewinangan Pemerintah Kabupaten Katingan

1t*rriU*t*t, Daeraf, Ikbupaten Katingan Tahun 2008

Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 11 Tahun

zOLl tentang Kerjasama Antar Desa Di Kabupaten

Xrti"S* llnibarai Daerah Kabupaten Kattngan Tahun

2011 Nomor 11);

PeraturarrDaeratrKabrrpatenKatingarrNomorloTa}run
ZOiS tentang enggaran'Pendapatan- dan Betanja Daerah

fabupaten fiatinSn Tahun Anggaran -29l-6-(kmbaranp*"t*f, KabupatJn Katingan Tahun 2AL5 Nomor 56'

TambahanLembaranDaerahKabupatenKatinganNomor
271;

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13O Tahun 2oo3

1"|1",,t Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam

Negeri;

peraturaa Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tatrun 2OO7

lentang Pedoman Umlrm iata Cara Pelaporan dan
pertanf,gung Jawaban penyelenggaraan Pemerintahan

Desa;

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2oL4

tentang Pengelolaan Keuangan Desa

MEMUTUSI(AN :

PEDOMAN UMUM DAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

DI KABUPATEN KATINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal L

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otlnom, selan-iulnya disebut _Daerah adalah

Kabupaten Katingan yang merupakan kesatuan

masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah

tertJntu, berwenang mengJtur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat menurtrt prakarsa sendiri

berd'asarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara

Kesatuaa RePublik Indonesia
Z. pemerintatrair Daerah adalatr Pemerintatr Daerah dan

Dewanpe'*atit"nRalryatDaerahyangmenyelenggarakan
urusanpemerintahanmenurutasasotonomidantugas
pembantu;e;;*, prinsip otonomi seluas-luasnya dalam

sistem dan prinJip N"grra Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimanaaio*t*t'adalamUndang-UndangDasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

S.PemerintahpaerahadalahBupatidanPerangkatDaerah
sebagai penyelen#ara Pemerintahan Daerah;

14.

15.

16.

17.

18.

Menetapkan



+.
5.

6.

7.

Bupati adalah BuPati Katingan;
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Ralryat Daerah

Kabupaten Katingan;
Sekre-taris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Katingan;
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

adalerh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan;
Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat

daerah;
camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Katingan di
Wilayah KerjanYa.
Kepala DLsa adalah pimpinan penyelenggaraan
pemerintahan desa'
br* adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan

nama lain, selanjutrrya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang unfuli mengatur dan mengurus urusan
pemerint"h*tr, kepentingan masyarakat setempat
terdasarkan prakarsa masyarakat, h* asal-usul,
danlatau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
pemerintahan Desa adalah penyelenggaradn urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan

nama lain adatah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya menrpakan wakil dari
penduduk desa berdas#kan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.
Wilayih atau dusun atau disebut dengan nafila lain yang

disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai
sosial budaya masyarakat Desa.
peraturan besa adalah peraturan perundang-undangan
yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan
al"ep"t ati bersama Badan Permrrsyawaratan- Desa'
enggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selai3utnya disingkat dengan APBD adalah suatu rencana
keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
pertuakilan Ralryat Daerah dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya
disl;gkat ApBDisa ada1ah rencana Keuangan Tahunan
pemelinhhan Desa yang dibahas dan disetdui bersama

oleh Pemerintahan Desa dan BPD, dan ditetapkan dalam
Peratrrran Desa;
pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas
hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya
kesejahte raatT masYarakat Desa.
Kawlsan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai
kegiatan terutama pertanian, termasuk pengelolaan

,.rirb"r daya alam dengan susunan fungsi kawasan

sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa

pemJrintah an, pelayanan sosial dan ke$atan ekonomi.

8.

9.

10.

11.

L2.

12.

13.

14.

15.

L6.

t7.

18.



19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa

yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu
u"r..p* uang dan barang yang berhubungan dengart
pelaksanaan hak dan kewqiiban Desa'

2A. irengelol,aan Keuangan Desa adalah keselumhan kegiatan
yang meliputi perencanaan', penganggaran'

p"rrltt r"ahaan, pelaporan, pertanggungiawaban dart

pengawasan keuangan desa;
Zl. ir"*lg"ng Kekuasain Pengelolaan Keuangan Desa adalah

Kepali b""a yang karena jabatannya mempunyai

kerrenangan m"ny"lenggarakan keseluruhan pengelolaan

keuangan Desa;
22. Pelaksana Teknis Pengrlolaan Keuangan Desa yang

selarfutnya disinglrat PTPKD adalah petaagl<at desa Y?ng
ait""jrx oleh 

*Kepala 
Desa untuk melaksanakan

pengelolaan keuangan desa;

23. b"n{*t"ra Desa aOaUf, peranglcat desa yang dihrnjqk oleh

Kepala Desa unhrk menerima, mgnyrmPan, merqFetorkan,

menatausatlakarr, rnembayarkan dan
mempertanggungiawaban keuangan desa dalam rangka
pelaksanaan APBDesa;

24. etomui Dana Desa adalatr dana yang bersumber paling
sedikit 10 o/o dari dana perimbangan yang diterima
Kabupaten dalam Anggaran Pendapatarr dan Belanja
Daerah {APBD} setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

25. Alokasi nana Desa adalah merupakan bagian dari
Keuangan Desa yang dimasukkan dalam APBD€sa dan
diangg;rkan dala',, Anggaral Pendapatan dan Bela{a
DesJ- $PBDesa) pada kelompok Elanhran Keuangan

Pemerintah.

BAB II
PENGELOI"AAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan sahr kesatuan

dengan pengelolaan keuangan desa;

Pasal 3

Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh)

aun p4ak lainnya, 
- wqiib menyetor seluruh penerimaan

potongan dan pqiak yang dipungutnya ke:eke*ing kas n€gara

"r*.r"i 
d"rrgan ketentuan Peraturan PemndangUndangan.

Pasal 4

Dalam rangka menunjang keberhasilan penill*ael
pemungutan pqiak, Camat sebagai pembim wilayah wqiib

memUeltcan fasititaslmembantu/mendorong Pemerintah Desa

unhrk menyetorkan pajak ke kas negara'

Bagrart Pertama
Makstrd, Tujuan dan Sasaran Alokasi Dana Desa

Pasal 5

Maksud, hrjuan dan sasaran AJokasi Dana Desa :

{1) T\.{uan Alokasi Dana Desa adalatr :
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f. Meningkatlan penyelenggaraan pemerintahan desa

dalam melaksanakan pelayanag pemerintahan,
pembangunandankemasyarakatansesuai
kewenanganya;

g. Meninglra:tlan kemampuan lembaga kemasyarakatan
di dJsa dalam perencanaar, pelaksanaan dan
pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai

dengern potensi desa;
h. tvteningtatkan penerimaan pendapatal, kesempatan

bekerji dan berusaha bagi masyarakat desa;

i. Mendorong peningkatfln swadaya dan gotong royong

masyaralrat.
j. Meningkatkan kesejaht*aan apratur di tingkat Desa- 

selaku pelaksanapmenntahan di Desa;
Sasaran utamaAlokasi Dana Desa adalah :

e. Meningkatkan efekti{itas
Pemerintatran Desa;

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Kepala Umsan
4. Pengelola PerPusdes

1. Ketua BPD
2. Waldt Ketua BPD
3. Setrctaris BPD
4. Anggota BPD
5. Ketua RT/RIII
6. Mantir Adat Desa

- Ketua
- Anggota

penyelenggaraart

f. Mening[atnya pelaksanaan pembangunan-d*o;
g. Meningkatnya }rralitas pelayanan masyarakat;
[. Meningkatnya partisipatif dan pemberdayaan

masyarakat desa.

Bagian Kedua
Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pasal 6

Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah :

a. eengeloLan keuangan Alokasi Daga Besa menrpakal
bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan
desa dalam APBDesa;

b. kngelolaan kegiatan Alokasi Dana Desa harus dapat
dipe-rtanggUngiawabkab sesara administrasi, teknis dart

hukum;

BAB III
PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 7

(u Besaran Honorarium Aparatur Desa dan Pengelola

Perpustakaan Desa, sebagai berikut :

Rp. 2.5OO.OOO,- Per bulan
Rp. 1.900.000,- per bulan
8p. 1.50O.0OO,- per bulan
Rp. 1.000.000,- per bulan

t2l Besa-ran Insentif Badan Permrrsyawaratan Desa. (BPD),\-' 
kenra p'f/Rqf serta Mantir Adat Desa dengan rincian
sebagai berikut ;

Rp. 250.000,- per bulan
Rp. 2OO.OOO,- per bulan
Rp. 150.OO0,- per bulan
Rp. 1OO,OOO,- Per bulan
Rp. fOO,OOO,- Per bulan

Rp. 200.000,- Per bulan
Rp. 150.000,- Per bulan



(3) Besaran operasional Tim : Rp. 8.5OO.OOO,- per tahun
Pen ggerak Pemberd aY aarl
Kesej ahteraan Keluarga

t4) Belanja operasional Pemerintah Desa digunakan untuk :

a. Belarrja Pegawai;
b. Belanja jasa meliPuti :

1. Rekening Listrik;
2. Rekening Air;
3. Rekening TelePon.

c. Belanja Barang meliPuti :

1. Alat Tulis Kantor;
2. Cetak, Foto CoPY, Materai;
3. Makan / minum raPat-raPat;
4. Pakaian Dinas Aparatur Desa dan Lembaga Desa;

5. Pengadaan Peralatan kantor'
d. Belarrja Perjalanan Binas;
e. Belanja perawatan / pemeliharaan meliputi :

1. PeralatanKantor Desa
2. BiaJaJ Desa.

f. Pengadaan buku-buku administrasi desa dan literatur
peraturan Perundang-undangan; -g. beknja Bantuan Pembentr.rkan BPD;

[. 1,*irr-t*i* sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan
keuangan Desa.

(5) Alokasi Dana Desa untuk biaya Pemberdayrlcm Masyarakat
dan pembangunan, digunakan untuk :

a. pembangunan dan/atau rehab infrastruliftrr perdesaan
skala desa;

b. Mendorong peningkatan komoditas unggrdan dibidang
pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan;

c. Pengembangan usaha ekonomi produlrtif pedesaan,
lumbung desa, dan Pasar desa;

d. Pen5rusunan Profil desa {data ho}, RRIM Desa,
RKPDesa, LPPD dan LKPJ;
Penyueunan Peraturan Desal Peraturan Kepala Desa;

kmbuatan kta Desa, Papari Stnrlffirr Organisasi
Pemdes, Papan Informasi / Pengumurnan;
Penyelenggaraan musrenbang desa;
Penguatan pengelolaan Teknolegi Tepat Guna;
renlngguluirg* kemiskinan, dan masalah sosial
lainnya;
Penguatan lembaga kemasyaralcatan eeperti LpMD, RT

dan nW, Karang Taruna, FKK, POSYANDU, I"embaga

Adat melalui bantuan operasional dan pelak+anaan
bulan bhakti gntong ro),ofig masSmrakat di tingkat
desa;

k. Penyediatrn data-data,
pemerintahan desal

1. bi*t*k, penyuluhanlsosialisasi, orientasi serta
peningkatan keterampilan Perangkat Desa, BPD,

lrxgnl da* lembaga kennasyarakatan lainnya;
m" Ile:ri*gkatan kapaeitas P*nrerintah Desa dengan

m=::.6:k;ti pei,atilta-rr, bir*binga:r teicnis yang
dilaksanakan oleh inetansi p*rnerintah da;: ieir-obaga

lainnya baik dalam da*rah irleiipu11 !u*r daer*i: seeuai

e.
f.

oD'
h.
i.

t-

bukr:-buku adrninistrasi



kebut;hasr c*r kem.ampuan k"euangan Desa setelah

mendapaikarrper*e''-:re.;r:,ac-rd'a-Jiearna-tset-empat;
Fetg'-l?t*:: pt.:l:-i:.ct=* l:-:=b:r d:;'i: ali;::: *:::
pe*rit**r, }i::gk'u* g{il: per*}ukiman;
ir€eadarc*g pe"gsreii*ii*an hidar:g pe:rdidika*r dar:

pv*iii6iiai*tt kuaiilax p**tiitiikanr iuar *ekuiah;
kendc,rcng perlgemis&ngan "niriang kesehatan'

kepemueiaan, clan ainh raga;
Lain-lain sesuai kebutuhan dan kemarnp..La-!:I keuangan
r{ee;

EAB ry
PRC{iF"Ah{ I{ECIATAN }}AN PSNYALTJRAN

AI.{'}KAS! T'}A}dA DE$-E

v.

q.

r.

t"ri

M

{2}

(3)

/11

{2}

Pasal 8

Prcgrar:: dan kegiaian baik iisik str-*'up1-ln 11rr:- lisik :'ang
**fi3*61 skala lrioritas Pemerintah Desa di*nggarkan

da:a:u APBSeea J,'eng psrfibiei'aannye bersumber dari

Aiokasi Dana Desa.
penyaluran Alokaei Dana Desa dilakukan dengan cara

p*rJirr.i*hbukuan ilari rekening Kas Daerah Ka-hupaten

Katingan ke rekening Kas Desa.
p*"V"irrr"1 Alokasi Dana Desa sebagairnana dimaksud

OJ,i* ayat t3) diiakukan secara bertahap pada tahun
arlggaran bedalan dengan ketentuan:
,". T*f.,rp i pada_ bu-la;r Apnl *eL:esas 4$ olo {empat pulrr-h

per seratue);
b. iahap tt pada bulan Agushrs sebesar 40 a/a {empat

puluh ;:er sei:at':;s); dan
c. i*nir*p iii pacia buian i{opeinber sebesar 2O Ya iciua

puluh Per seratus).
fe:ryaiuran Alokasi Dana Desa ciilakukan secara ber"tahrap

seuagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling

lambat pada minggu kedua.

BAB V
PENGELOLA ALOKASI DANA DE'qA

Pasal 9

Untuk rner:nfasilitasi pel*.ksanaan pengeiolaan Alokasi

Dana Desa dibentuk Tim yang terdiri dari :

;. Tingkat Kabupaten disebut Tim Pembiaa Alckasi Dana

Desa Tingkal Ka'buP'aten;
b. Tingkat Kecamatan disebut Tim verifikasi Alokasi

Dana Desa Tingkat Kecamata-r:; dan
c. Tingkat Desa disebut Tim Fengelola Kegiatan Desa.

Tim Pembina Alokasi Dana Desa ?ingkat Kabupaten

ueu*g*i*ana ciimak*ud pa<ia ayat iii huruf 
-a,. 

ditetapkan
dengan Keputusan nupali Katingan y.grg t9r{iri dari unsur
Satr]an Kerj* Pera-ngkat Dae:'ah t$Kpn] t-*rkait'

Tim rlerifikisi SanJBu** Tingkat Ke*:arnals:: sebagaimana

AimaLsud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Camat

sebagai punu.nggung" jawab ti*-r dengan melibatkan

I {!



r*l

Pendamping Desa sebagai Anggota Tirn, dengan stn-rktur

]Jang terrji:-! qi6ri :

a. Fer:aagg::g;=-r'.'*h;
b. Ketua;
t. -{"",i.uciafi;; i3*ir
d. rrrrggota" yang jumiahnya dr sesuarkan ciengan

kebr:ruhan
Tim F*ng*i*ia Kegiatas ryFKi i]*s* sebag*.ima.-a diruaksu-d

pada av"t (11 huruf c, ditetapkan dengan -Keputusan
iceg:ala 

- **.sa sebn"gai pene.ngglleg i1't'an dengan

**iih*tkan ilendamping l-c-k-ai *esa .s*'ilegai A;:ggcta Ti$:',

dengan strukttlr yang terdiri dari :

a. F*::a::ggur:gfa.'.';ab;
L- T1^+,-^.U. I\LLLIgl,

c. Sekretaris; dan
ri" Angg*ia yaiig j:=:mial:i-iya disesuaikan dengan

kebutuhan.

Pasei iO

T\rgas Tim Pembina Alokasi Dana Desa Tingkat
Ka6upate:: eebageilna:'ra dimr:ksud da,lam Pasai i4 a:rat i2i
^l^t^L4-rJu.l4rl '
a. menJrusun pedoman, standar pelak*anaan,

Ifercrlcanaan, pengembangafi, bimDinga-n, pendidixan
aan peiatihan, supervisi dan monitoring, pengawa$an

umum, er,'atruaei peleksarlean I pengelolaan I
psnggttns.an, dan pelaporan Alokasi Dana Desa;

b. *"nettt rkan besarnya Alokasi Dana Desa yang akan
diterima oieh Deua;

c. meiakr-r-kan sa-*iaiisasi $ecara iuas te::tang kebijaksn,
data dan informasi tentang Alokasi Dana Desa;

d. mesrbantu Ti:x veriflkasi Aickasi Fana sesa Tingkai
Kecamatai:r iiirtuk r-rremberikau pciatihaniorientasi
kepada Tim Pengelola Kegia-tan Desa tentang
pen geioia-a:r c!-a:r pertanggr;ng! awaban keuar:gan desa;

e. melakukan fasititasi pemecahan masalah berdasarkan
pengaduan masyarakat scrta pihak lainnya- dar:
medgk** rdin esikafi ii_v*. kepada tr i: s i:e kio lat Kat:up a'ren

Katingan;
f. melaporkan i:asil kegiaf.an fa-qiiita.si pelaksanaan

aiakasi D*-r:a l.res*. kepada Bupati Katingan sebagai
bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan
selanjutn3,'a,

Trrgas Tim verifikasi Alokasi Dana Desa Tingkat
Kelematan sebagaiman*. dimaksr:d dal*::l Pa*el 14 a3ral {3)

^"{^1^1*.agar,3tl .

a. melakukan fasilita*i sosialisasi secara luas akan
k*iiijrxkal;., ilai,a cizui ifi{i:o:"firasi ientang Aiokasi Dana
Desa;

tj. membina dan mengkoordin*sikan Musrenba*gces

'-iaiam wiia--.tai: kecannatas} ;

c. membantu Tim Pengelola Kegiatan Desa daiam
fiien.yusiufi rnr.tc&na pe&ggllna*.n Aiokasi Eana Desa

i:eserta keien gkalla n nya. ;

t1)

{21



d. memfasilitasi Tim Pengelola Kegiatan Desa dalam
rnengelc'la- dan pertanggunglawaban Alaka*i Dana
l-.Iasa'
evgq,

e. melakukan {verifikasi) dokumen usulan per:cairan
/Jokasi Dai-,a Desa;

f. meiakr,rkan pemantauan / pengendalian terhadap
prose$ pelaksanaa$ kegiatan Alokasi Dana Eesa;

g. meret<*mendasikan usulaii pe*cairan Aic,kasi Dana

Desa dari desa yan8 telah mem€nuhi persyaratan da::
menyampaikannyakepadaBupat-i1}p.KepaiaBFMPD
ii 6-i-t-r-pa"ten K*tin gen ;

h. memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam
rrel r lro.a,r aat} .4,1okasi Dana Dcsa;
iJv-r#LUG

i. meii,'i.isiiri i"ekapitrliasi iaporan perkemballg_an

pelairsanaan kegiatan Alokasi Dana Desa dan
iilciapt-rrkan $e(:ara periodik kepada 'flm Pennbina

Aiokasi Dana Desa Tingkat Kahupaten'
j. rnemberikan pembinaan dan pengawa.san terhradap

petugas pendamping Aiokasi Dana Desa rii fiesa'

t3) T\rgas Tim Pengelola Kegiatan Desa sebagaimana

dimakeud dal*m Fasal 14 a3'at {4} adak* :

a. inc:iy-risuii fefrc&ii& -peiigsg11aan Aiokasi Dana Desa
dengan mengacu hasit Musrenbangdes tahun
sebeiurnr4ia setragai pahas Fen}illsg.nall r*:lcangan
Peraturan Desa tentang APB Desa;

b. me]rusun jad'*ral r€ncana pencairan dana dan
mengadnninistrasikan keua::'SaL: serta
pertan ggungi awaban nYa ;

c:" menlrusun Rancangan Peratl,l-1"8-n Desa- tentang
APBDesa dan DURKIlesa;

d. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari
Alokasi Bana Desa;

e. bertarrggungiawab se(;ara i"eknis dan aaministrasi
terhadap pelaksanaan kegiatan- Aiokesi De$a $esa;

i. meiaporka_n perieembangan peiakta*aan kegietan
Aloirasi Dana Desa $ecara periodik kepada Tim
Verilikasi Kecamatan'

BAB VI
PETUGAS PENT}AMPING AL,OKA'SI SAI\I.A }E$A

Pasai 1 1

Untuk k*!a-n*aran dan keterti.'*a:lr erireir:is.t-rasi eiale*-l:l

pengelc,laan Alokasi D*na Dese di masi*g-rnasing Desa,

hlt;qjux I dia;:gkat Fetxgas Pendan:pi::5 Lokalllesa'
Untuir :::cs:gukur- ki::e:ja Fe*.":gas Feridampirry L<>kai Desa

diiakukan evalua*i setiap tahun rialam r*"ngka pembinaan
<iaii pe{rgaw{*sar} serta u-ntrr-k pengambiia:: keputusan
iebiir ianjut.

t rt
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BAR Vil
:-E :i'l-"Ar.i ii ii u i.i ii. iAwA B A 

-i'.i ii A r'i PEi-,A Pii EAi\i

Pa.sal i2

pert*.nggreng!*t*,,*i--e.r: Ai.r:ka-.=i *+-ria *csa ter*it'=gr"aei d'+:rgan

pertanggung jawaban APBDesa, sehingga benfuk

irrt*rrIfuoft**Lt *nn:i€:. adalah pertai:ggi;i:gia-*"ab*:r
AFBlesa.
pelaporan diperiukan dalam ra::gka pengendaiian dan

,rrra,rL *urrg*i*hui perker:l-bzurgan proses pengelolaan dan
penggunaarl Aiokasi Dana Desa'
b*rrt-otu pelaporan kegiatan-kegiaian dalam AFBDesa yang

Cl*niayai 
- 

dar-i Aiokasi Dana Desa yang mencak'r-rF'

perkimbangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah

i"rrg rtihaite.pi cl-an rekomendasi peryeLesaian a-L'hir

b*oeg:r"ae-n ALckasi Sana Desa ya$g ier'Ciri d"etr" :

;. tpor*n berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan
penggunaan Alokasi Dai:ra Desa elilruat secara rutin
!*tiip bulanny-a, adaptirt yang ciimuat ciaiam iaporan ini
arls"leh realieasi peneinnaan Alokesi Bana Deea, dan

reaiisasi beianja *iokssi Dana Desa;

b. Laporan a)<Irir dari penggunaaan Alokasi Dana Desa

mencakup perkembangan peiaksanaan dan penyerapan
dana, masala-h yang dihadagi dan rek*ntendasi
penyelesaian akhir psnggunaan Alokasi Dana Desa'

renS.anipaia-n tap*,ran sebagaim*.na dinaaksr.rd paCa ayet (3)

l:urig a da-n hu-:1;f b, diiakeanak-a:r ecs&.ra berj*aja*g'
Berdasarkan lap*ran sebagaimana dimaksud p*d* ayat {4},
Tim verif?kasi Alc.,kasi Dana il*ea Tingka'i }ie*amatan
fiieffib:i1s.rr iaporan rekapan ciari seiuruh iaporan tingkat
desa di r,v-i1a3'ehnya dan secara berte.hap dilaporkan kepada

Eiupa'ri K*riir-rgan Up' Fiepaia Bacia$ Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemeriatahan Kanbupaten Katingan'

Pasai i3

Surat Pertanggungiawaban {SPJ} APBDesa termasuk Alokasi
I]ana Desa_ rtiad-minist-rasikan oleh Bendahara$.'an Desa

s.e,bag;:i behan peme*k-e*ru:. cieh. ir:epektcrat da::.latau
lembaga penga:Lvae fungsi*nal lainnya

{2} Srrat 
:Feka*gg::ng!awa-h*n 

i"SPii,ig;r jelr.;* iap*1ati iaixrva

hari;s tersedia ai&u riir*irnpan rii Kaniar Kepaia iiesa agar

dapat di*-kees cleh publil* *tau eeu"&3<tu*wa1*tu dibutuhka::
,te:: g*.:t r::udi=*lt <t id aPati<an "

{3} Pen}ampaian laporan akhir sebagaimana dirnaksud da}arn' Fasai i2 ayai. (si iiu&if b clisampe.ikan paiing iambat i
isaiui 

-[ruian seieiah berakhir*rla. inhun Ing€afa"ii-=

iai dpabiia pada ekl"rir tahun anggeran lerdlnqt sisa anggaran,

snak*. Aana terse-brtt me:.;pa-t-an Sisa Lebih Ferhitungau
j.riiggarai: iSi:-l'S; -'ifGfifi, har.ie 'd"i E'eici kerrbai't iie Kas

Per:rerirrtah *esa 6ry1 rJimasukkan <l-sia'rn AFEIlresr i*h'-="ii:

a-i?gfl-ai:aif -herikUii-4va d*:r .iigU:rakxti t*csgai tic:rg:*r
kebutrihs"n des*-.

t4)

t5)

t1)



! !t
I r1

Fasai i'*

!]ui.ai Perian,ggr;-ngiawai;arl iSF-,; Aiokasi L_]ana Ees'a Tanap

llertam.a, Tahip Ked-r-rs- ffietl$uti Tahap lreiige disem::eik*::

i"*p.**a Eupati up" Kabag. Perb_onca!:ara.an iian ltas Da-erah

r<"u''*p*t** Katingar." **urui c*rn-*1t tctempai., dan e.ti'ia:r

,i-i-erifi k*-=i +ieh BPldPi: *.t:: gn:: t::='i: rr :a;:' l- ;p; kt'crat'

Su-rai-Fertanggr:ng3awa'*ani$P'li*ebageim*r:a<lrmaks-'i;ti
p*e* ayat ii; dfa;mpaikan paling lambai q i#ga) bular:

*ui*iair- ,tl*ku"si. Dana *esa $irrafisier ke xekenrng

F**:.erinieh Eesa.

Fasal i5

liepala *esa rnenyaillpaii*Lr1 ia1::uran reaiisasi pengguneatl

Al*kasi Dara.a neee" 
-kepaia 

Bu-pati up. Kepala Bada*

Fem"herda]'aen $d*yarak'at dan Pemenntahan Eeaa

F-abrryaten Katingasl setiap aertieeter
f.oyo*p*l*o i*.f.+r==: :esii.**si ;:f;i:Agii:iaa;:' Aicims1 *ana
Dcea *"b*gaimana- dimaicsu* pada ayat iri diiaieu:ea::

dengan keiencuan ;

a. -s+:r;+si*; i piiii:ig i;*rrrbi*'i r;riils$u kuernpai buian ''iuli
tah'*n E-tlgg#sa$ berjs-lasi; Can

b. semester 
-li paiing lambar mingE:- ke*r:rpat br;ian

ianuari ta.hun anggaran irerikutnya'

BAB V-iIi

Fui<J;rLai,{AI\ iji j\As PitiviitRi l{'i'A H i I rijsA I}A N Bpl-}

Pasai i6

Mekanisme, s,ianriar pe$aia-na-n ciina-s Femerintah Desa

dg}: BEln ditctegka* den{iai: Ket-.r:ti:s.a:'i Hec=l;: De;:;r

d**gan tetap i:iengacu padl meka;iisme "siairdai'
p*r:ir*,"r, dinae pgs dan Nen pNs yang ditetapkarr c,ieh

i-ii i ;-.- i;. .. . >.".'-'.. :

i2! Ee.saran LTang Fiarian Ferj.ai*r:a;: !-)1nas K.epa.!* I)*-eE dan

Kerua BPt) dlsamaken derigaii PI*;S Non Eselcn Oolongail

t i.,

irt

Jdli("),

t+)

,11t.t

iii a.
Besai-ani uang iie.riair Ferjaianar-r Dinas Ferangkai Desa

i'ion PNS, Anggota- FP'[t" dan angsr:ta kelembagaan Desa

riisamakan o*ngrn Pi\S Non Elselon Golongan 1I a'

Surat T[gas ]ru*p.r6 Surat Perintah Perjaian Dines

dii*i.:ds t*:i;3_3;-ii *1*1: K*:*;'!a f i-s*

BAB iX
PEidGHAHGAAN DAi\ SAN KSi

Pasai 17

psmenntah Daerah membe;'ikan pcngliargaa;i k-cpa'da- des;-

y*ttg berprestaei dalam mengelerla Aloka*r Eana Desa'

Il:r.*i :-i-f::l .,: ?r1r, r.i..ri...-i.ri .1 i.]r-li,rr-'.ai I.tlt-L i-t:c+ -:.:i' :l:-l:

d-eigaa. Eetenir-r*s!,;""g begiaku berdaearkan rncnitoring

d;;= pertirnbanssn gF*dffi) Kabupaten Katingan da::



!!rl

inspektorat Kabupaten Katinga.rr, ciikenaj sa-nksi
-berciasarkan perat -r.rn oerl ncia n o-u n ria n ga n ]rs n g oeria-kt-r'

Sanksi sei:ag.aimana ar/at i21 diatns. d-a-?:a't hertl-rns- :

a.BagiDesayangpencairanAiokasiDanaDesanyaticia-k
dapat me*eap*i 10cye. makg Alakapi Dasia teea ie!:u::

berikutnya akan dil*:rangi seiumlah SITPA'

b.FenuadaanpenyaluranAlokasiDanaDeoabagiclesa
rrriht! '

ii 'ieriam"nat daiam menyampaikan laporail
pertanggi-ln gi awaban keu*n gan ISPJ!;

2i Ludair-]r:-r['u-o..7' r=rci rgiririkai-i 6;:i irarnuil ri*iurii
iengkaP krukii Pendukungnya;

3i Ti.i;k tertib adcainistrasi'

Kriteria penetapan pernberian pengfrargaan' pengena-a-ll

sang*i Ci:: r:er:s'*i.ai:'ss.:1 seb.ag=ima:ia *imak*uC raCs *="at

lii *u^* {2i dan *:ir*i igi dirumuskan oleh ?im Pembina

Alo,kasi Dana Desa Tingkat Kabupaten ya$g ditetapkan

d:-51- :'irP-ir-::e. E'.:P:;:'

BAR X
FEivi Bl ir{AAi{ I}AN t}iif'[{}A WASA r\i

Pasal 1-B

pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana

Desa sscare,"eks:is diiaree*,akall *1eh ?i*: Fembi::e Tii:g}:at

I.*abupaten dan Tim l,Ienfikasi Tingkat, Kecamatan.

BPDmelaksanakanpengal,yasanterhadappelaksanaan
F*::: ;,-='=:: **** :=-:=*g APEi'*-q='"

F**g****un Fr*ng*iolai diiairukan sieh Inspektcrat
X"Ulrp*r*n Katinga} sesua! Cengan ketentr:an perundang-

irrieiai:gar-i J anB, 
-i;er.ia:< u.

(4)

(11

{2}

,'J I
1-,

BAB XI
KE'1'EN1'{,iAN PEi\iUTiiP

'^^^l 19

Dengan beriai<unya Peraturan Bupati ini' ryraka Feraturan

i"iiti tsetins*n N.***r B ?ah,*u ?C!lS tenta*g Ped+ma:: Umum

Alckasi dan Peiaksa-nm"an ,sJckasi Daiea *esa di Kabupaten

t<atingarnTalrunAnggaran2ols(Be$ta}letahKabupaten
-.-1::ri:rrl-i: T't'-1ri-,'t l:iiia f i'-rir::=:' 1g+l 'il:;'''.ti''-Lt'';t 1!i:':ri::i! ;i=t'

tidaklerialn: iagi.



Pasal 20

peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pJngund,angan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

A*am Berita Daerah Kabupaten Katingan'

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal/ 4- s* adb.

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 1-3 -?otb

KABUPATEN KATINGAN,

NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2:OL6 NOMOR.366.

AHMAD YANTENGLIE


